KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-157/BC/2023
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE FEDERAL
AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF
THE UNITED ARAB EMIRATES

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014
tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized
Economic Operator) telah ditandatangani Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan The
Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and
Port Security of The United Arab Emirates;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan
sebagaimana  dimaksud pada huruf a, telah
ditandatangani Catatan Penjelasan (Explanatory Notes)
Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan The Federal Authority For Identity, Citizenship,
Customs and Port Security of The United Arab Emirates;

c. bahwa telah dilakukan uji coba Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan The Federal
Authority For Identity, Citizenship, Customs and Port
Security of The United Arab Emirates;

d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢, kedua belah pihak
bersepakat untuk menerapkan Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat secara
penuh;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, dan huruf d, serta
dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam
penerapan, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh
(Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik
Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai dengan The Federal Authority For Identity,
Citizenship, Customs and Port Security of The United Arab
Emirates;


http://PENGIRIM
http://KEP-157/BC/2023
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PENGIRIM

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

-2 -

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014
tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized
Economic Operator) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1922);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR
EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN
THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB
EMIRATES.

Menerapkan secara penuh klausul-klausul sebagaimana
tercantum dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik
Operator  Ekonomi  Bersertifikat (Mutual  Recognition
Arrangement on Authorized Economic Operator) dan Catatan
Penjelasan (Explanatory Notes) Kesepakatan Pengakuan Timbal
Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan The Federal Authority
For Identity, Citizenship, Customs and Port Security of The United
Arab Emirates (ICP, UAE) sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I huruf A dan Lampiran [ huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
Penerapan klausul-klausul dalam Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat beserta Catatan
Penjelasannya antara DJBC dengan ICP, UAE sebagaimana
disebutkan dalam diktum KESATU khususnya mengenai
pemberian fasilitas perdagangan melalui percepatan proses
customs clearance yang berupa penurunan tingkat risiko
sebesar 20% pada risk engine reguler dalam manajemen risiko
penjaluran impor.

Fasilitas perdagangan sebagaimana disebutkan dalam diktum
KEDUA diberikan dengan ketentuan:

a. barang impor berasal dari pelabuhan muat di Uni Emirat

Arab;

b. menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan
nomor identifikasi AEO (AEO Trader Identification Number)
dan tanggal otorisasi (authorization date) perusahaan AEO
Uni Emirat Arab; dan

c. merupakan barang impor untuk dipakai dengan
pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan
Impor Barang BC 2.0.
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Memerintahkan  Direktur  Kerja  Sama  Internasional
Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan dan
Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis
Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai,
dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehubungan dengan
penerapan secara penuh (mandatory) Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
11 November 2023.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;

2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan

4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.

Ditetapkan di Jakarata
pada tanggal 10 November 2023

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

ASKOLANI


http://10 November 2023
http://PENANDATANGAN
http://PEJABAT

-4 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH
(MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI DENGAN THE FEDERAL
AUTHORITY FOR  IDENTITY, CITIZENSHIP,
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED

ARAB EMIRATES.
NOMOR : KEP-157/BC/2023
TANGGAL : 10 November 2023

KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DENGAN THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES.

SR TaT AT SR Sar wav

[

%

REFUBLIE INIMDNESLA

ARRANGEMENT BETWEEMN

THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND

EXCISE OF THE REPUBLIC OF INDOMNESIA
AMND THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY,
CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY QF
THE UNITED ARAB EMIRATES
REGARDING MUTUAL RECOGHITICHN OF THE RESPECTIVE AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR PROGRAM

.

_* The Directorate Seneral of Customs and Excise of the Republic of Indonesia +
4 (WECE) and The Federal Authorilty for kdentity, Chllzenship, Custoeme and Port 1.-
4 Security (MCFP] of the Undled Arssb Emirstes (UAE)} (hereinafier referred 1o H
singularty &5 the "Party” and calleciively as the "Parties™); |
i

1 REGARDING the Action Plan bebawesn he Directorate General of Cwestoms and L
4 Excige {DIZCE) and the Federal Authonty for ldentify, Citizenship, Customs and p

Fart Security (MCP) for mubeal recognition of their reepectve Authonzed Economic I

] Operator Programs (hereinafter refarmed to as the “Programs’). sgned on 31 r
o August 2020; I+
L 3
Bl CONSIDERING that a joint svaluation by the Partes has confirmed that their -
Il‘- respeciive Programs are admenistersd e iniiatives to strengthan supply chain +':
8| secunty and to enhance trade facilitation of the Parties. ¥
!L_E -
I,‘_.I RECOGHNIZING that the Prograrms apply securily requirermeants in accomdance *:
il with the respective domestic laws of the Parties and the infermabicnaly &
!"; recognized security standards sei forth in the "SAFE Framawork of Standands o *:
i Secure and Facilitete Global Trade™ (hersinafter refedred 1o as “SAFE ]
|"' Framework”™) adoptad by the World Customs Crganization (WEO: ¥
l- W
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ACKNOWLEDGING the specialized nature of each Party's border management
processes, procedures, mechaniems and the kegeslatons adopted by the Parties

in administering thair respective Programs,

HAVING REGARDS o the Agreement on Co-operation and Mutusl
Administrative Assistance in Customs Matters, which was signed by the two

Governments of the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates an 24

July 2018 in Indanesia, which promated cooperation i facilitate and secure trade;
and

UNDERSTANDING that the mutual recagnition of the Programs and other related
measures between the Paries not only contributes greatly fo the supply chain
sacurity but also facilitates legibrmate trade;

Have reached the following understanding:

Article 1
Responsible Partles and Scope

The Parties will be the responsible entiies for the implementation of this
AITangement

This Arrangament will exclugivaly be concarned with the mutual recognftion
of the respective Programs administered by such Parties.

Article 2
Compatibility

The Parties will ensure that
ia} the standards applied o the respective Programe will be compatible in the
following aspects:
i) accreditation criteria;
i1}y application procedures,
(i) wvalidation processes,




(vl approval mechanism; and

(v managamsant of AED status.

thsir respective Programe will operate in accordance with the principles and
standards of the SAFE Framewark,

Article 3
Mutual Recognition and Benefits

Each Party infends to accept the validation results and AEQ stalus granied
{o Authorized Economic Operators (herematfter referred to a5 "AEOE") of the
other Party's Program.
Each Parly agrees fo provide the Authorized Economic Operators, duly
accredited by the other Party under its Program, in accordance with the
respective domestic laws and customs procedurs, with the following trade
facilitation measures;
ia) reduced customs import inspection rates;
ih)  sirnplifed verfication of import-related documents;
faster clearance of import cargo;
priofitized measures to respond to disruptions in trade flows due to
increases in security alert levels, border closures andfor natural
disasless, hazardous emergencies or obher major incidents; and
Designated customs officiale in charge of communication in order to
handle issues refating fo clearance of goods of AEDS under the
respectiva Programs.
Each Party will take info consideration the status of AEDS accorded by the
other Party under its Program when conducting risk assesement on
imparting goods from those AEQS,
Each Party may, under reasonable circumstances, suspend any of all the
tacilitation measurés given fo one or mone AEQS of the ather Pary, provided
that the other Party has been promptly notified of this decislon and the
underlying reasons,




Artiche 4
Information Exchange and Communication

The Parties will agree upon inforrnation exchange and mulual

communication as follows:

{a) regulary exchanging up-lo-date information on authonzed companies
undar their respective Programs in 8 mutually determined manner,
such information will include the names, addresses, unique identifiers,
AEQ status, and other relevant information;
providing updates on the operation of and changes fo their respective
Programs; and

{cy exchanging information obtained from authorized companies
regarding the implementation of this Arrangement,

The Parties will abide by respactive domestic laws and regulations to

exchange infarmation,

The Parties will keep the information received from the other Party

confidential, and the information will be used solely for the purpose of

implamanting this Amrangement. The recaived information may be disclossd
to a third party only with the written consant of the other Party.

Article §
Future Endeavors

The Parties will agree o)

&)

actively implemsent this Arrangament with a view to strangthaning the supply
chain securily of the Parties and enhancing their commaon intérest on trade
facilitstion, and may meest when needed in order to analyze the
implementation of this Arrangement,

share details of bensfits provided to the AEQ of the other Party in
implementing this Arrangerment between bath Parties

pursue in providing the AEOE of the other Party with further trade fecilitation

measures in accordance with this Arangement, and to the extent possible,
In cooperation with other government agencies; and




{d} seexing ways of exchanging information and related data through
elecironic means for the purpose of this Arrangement.

Article &
Consultation and Amendment

All issues relating fo the Interpretation or implementation of this
Arrangement will be resolved through mutual consultation of both Parties.
Amendrent of this Arrangement will be subjed to witten agresment
between both Paries.

Article 7
Status of Arrangement

This Arrangermsent does nod intend to create any lagal rights and cbligations
bnding under international law or the law of any other urisdiction, nor does
it confer o create any rights, privileges or benefits on any third parson or
party.

The Paties will implement the measures under this Amangemant in
accordance with their respective domestic laws and requiations, &s well as
applicable miermational agreements to which the reepactive Parties are a
party of.

Mo provision in this Arrangemeant will restrict either Party from acting in
accordance with the pravisions of the applicable international treaties and
agraemants, or is domestic lawe, reguletions and practices.

Article 8
Commencemant and Termination

This Arrangement shall come into efféct upon signature by both Parties,
provided that Article 3.2 will come into effect on & date metually agreed on
by the Parties and no later than 12 months of the signing of the Arrangement.
Either Party may discontinue o taminate this Arrangement by providing the




other Party with a writlen nolification at least thiy (30) days in advance of
the intended date of discontinuation or termination.

Signed in Jakarta and Abu Dhabi on 11 Novemnber 2022, in two original copies in
the English, Indonesian, and Arabic languages, both texts being equally
authentic. In case of divergence of interpredation, the English fext shall prevad,

For The Directorate General of For Tha Federal Authority for
Customs and Excise Identity, Citizenship, Customs and
of The Republic of Indonasia Port Security
of The United Arab Emirates

%

ASKOLANI AHMAD ABDLULLA BIN LAHEJ
AL FALASI
DIRECTOR GEMERAL CLSTOMS DIRECTOR GENERAL
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CATATAN PENJELASAN (EXPLANATORY NOTES) KESEPAKATAN
PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT
SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES.

EXPLAMATORY MOTES FOR THE ARRANGEMEMNT BETWEEM
THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AMD EXCISE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIF,
I CLSTOMS AND PORT SECURITY OF
THE UNITED ARAE EMIRATES
REGARDING MUTUAL RECOGNITION OF THE RESPECTIVE AUTHORIZED
ECONOMIC OFERATOR PROGRAMS

1. Ba¢hkgraund and Purposa

The puwpase of this Explanatory Notes (s 1o faciilate the mplemeantation of tha
Arrangement betwesn the Directorate Ganerad of Cusboms and Excise of the
Rapublic of Indonesia (DGCE)  ard the Fedeml Authanty For Idaniity,
Citizenship, Customa And Parl Security of the United Arab Emiratas {(ICF] fand
hersinaftar rafemed to separataly as “Fary”™ and jointly as “Parties™ regarding
Mutual Recognition of tha respective Autharized Econermic Operalor Programs
and bo clanfy detals of articles of the Amangement which was signed an 11
Movamber 2022 in Jakarta and Abu Dhakd

2. Infarmation Exchange

To ensure an efective implemariation of the Amengement balh Parlies
exchanga updabad infermation of Authorized Ecenemic Oparatars (AEQS) in the

falhoresing manmsar.

2.1 Deldails of Information

Both Farlies pravide the fallorsireg information in an WS Excel farmal:
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ﬁ' e

{n)  Menlification code (the wiiqua number givan 1o an AED in onder to provide
faciitation messuras under the Arrangamant);

i) MName of AED:

ich Address {inciuding all premises);

id) Authorzation date;

| je]  Validity perinod;

(1 Slatus (marking those vald In black, and raking those that ane suspendad,
cancaled or changed in red.)

(gl Remarks {record major changas far information of the alber Parly); and

th] Typas of sulbarized enfiy.
2,2 Frequancy and Channel for Information Exchange

I Each Party, according 1o the Arangameant, provides information a= referrad fa
Article 2.1 to the ather Pasty via the |atter's designatad alectronic maibax no laler
tham the first 5 warking days of each mangh, ar whenever thara afe any changes
o the informeation. I the information for the cunrent manth i the same 83 that of
last menth, 8 "No change” message shauld be send to the other Party,

In case a Parly suspands or revckes an AED atabus under their AEQ Program,
they shall promptly notify the athar Party of such change.

I 2.3 Protection of Information

To enhance sacurity of the AED informalion, ach Parly ancodes the AED fist
with a password bedore sanding & io e ather Party. The password should be 10
digits ar more, containing capital and smal lethers and numbers, without any
patiern. Each Party could send the password 1o the tasigrated elecinonic malbas
af the alkar Party when an admowledgment is racesed from the same within 24
P after sanding the lisi.
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4. Mentification of AEOs of the othar Party

To ensure brade faciitation measures are pravided under the Arangemant, aach
Party should promptly and effactivedy identily whether goads are impoeted from
AEDs of the ather Party,

3.1 United Arabk Emirates to ldentify the Republic of Indonesia AEQa

The Republic of ndonests AED Compary shauld nofify its identification code 1o
its LME importer whan exporting to UAE. He UAE importer should spedfy
Republic of Indenesia Gampary Identification Code while pesfarming importes
deaclaration.

WAE Customa comparas the Republic of Indonesia Company Identification Coda
with the information provided in accordance with Arfide 2 of this Explanaiorny
Maotes and, thereéore, If the Ban are matched, the UAE Custams could provide

faciliafion measures
3.2 Republic of Indonesia to Identify United Arab Emirates AECs

Tha Unied Arab Emirates AED Company should nolify ils idenfification code o
its Indonesian mparier whan axparting 1o Indonesta, The Indonesian imparar
shauld state the United Arab Emirates AED idandification code while perfaming
imperl declaratian.

DGCE compares such identification coda with the informalion provided, which
has been recordad in Customs & Excise Information Systern and Autcealian, in
accordanca wish Article 2 of this Explenatory Notes: and, thereafter, if Bhe b ane
maiched, the DGCE provides trade faciitation measures.
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4. Details of Trada Facilitation Measures

(@) Rediced cusioms impodt nspechan rafes: Each Party racognizes the AEQ
status of exporteds of the aiher Parly at the stage of impert daclaration, and
reduces the rate of inapeclion far the goods concemad during sk
assessment by tha Customs.

0} Simpwied varficafion aof impar-relaled docaments: Each Parly simplifies
clearance proceduras of an AEC fram the other Party, and handles its
dacumenlany validalion af the sama level with that of a domestic aulhonized
companies and in accordance with the naticnal AED progedures relating to
such varification.

5] Fasfer cloavance of mpo cargo Each Parly guaraniess pricritized
clearance in tarms of inspaction or documantary validation far imparling
goods of AEOs of the ather Party,

id] Prpahzed messuras; Each Pary responds fo disruptions in trade flow dug
o Increases in aacurity aler levels, barder closures anddor natural disasters,
hazardous emargencias o alar majar incidents.

(&) Designated cusfoms officials: Each Party sppoinis one or more cusloms
figison officars from s headquartars, Whan an AED of are Party reports
any problem ramed during impart clearance in tha termtary of the athar Party,
the lialson officer who receives the repart nolifies it 1o the Eisan officer of
the athar Party, The liaison officar of the imparing country doas its best to |
resoive tha prablem, and Infarms the other Farty of the resulls. I
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5. Suspension and Exclusion of Trade Facilitation Moasures

2.1 Reagonable Grounds for Suspansien and Exclusion

Each Party has the dicrefion, under reasanable grounds, to suspand or 1o
exclude provisions of frade taciitation measunes ba AEOs of the céher Party taking
infa consideration its domastic regulations and measures induding but not limited
b canpa cearance, risk assessment of lozal companies and intelipancs,

Rassomabdea grounds o suspend or to exclude trade faciliation messuras
prosced 1o AECs of the ather Party under the Arangemant may includa:

{a} informabion of AEQS of the other Party being misused or abusad; ar
{b) any ilegal acthvities conductad by AEOs of the olher Party beirg detecied.

5.2 Pracedures for Suspension and Exclusion

In suspanding or excluding trade Taclilation measures pravided o an AED of the
other Party, each Party should pramptly nobify the ofher Parly of ihe name af the
AEQ, the underlying reasons and the date of suspansion,

3.4 Resumption of Trade Facilitation Measures

Each Pary resumes providing trace faciltalion measunes 1o e suspendesd
AECs under the Amangemant immed|ataly after the grounds for the suspansion
are no langer valid. Each Party should promgtty nodify the resumptian to the athar
Farty.

In case the approval status of the susperded AED i revaked, the other Pary
should be prompily nolified n accordance with the information exchange
mechanism under Arficle 2
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. Check and Assessmant of Implementing the Arrangement

Both Paes axchange stalistios dafa ralabed to the trade Taclilabion maasunes
undar the Armangement on an annual basis via akactronic maibox or af & review
mgsating, and the types of eschanged statistics am as follows:

(@) tha numbar of Importatian and fhe inspection rabe of imperted cargo from
AECs and nan-AEQS, respactively of the albar Party. and
{b} dearance lead time of AECs and nan-AE .

The Paries may bald meetings when nesded 10 essass whather the Arangemeant
i wedl iImglemenied,

7. Pilot Implementation

Priar to cemmencement of the Arrangamant, both Parties ghall jointly conduct a
pikat implemeantation to test the relabed mechanism for exchange of information
and address ary problems in advance which may possibly occur wpon
implementation of the Arrangemenl.

The pilot implementation shall last for & perkod of three mantha Talicwed by a ona-
month neview period on the basis of the resuls and statistics of the pilot
implemantation in order fo decide on the axact date of commancement of full
implamantalion of he Arangement.

Subsequent to conducting the pilbal implementation, both Parties shall fully
implemint the Arangemeant on 8 mulualy agread upon dabe no kaler than 12
maonthes aftar tha signing of tha Arrangemeant.
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8. Commencemant and Armantdmant
This Explanatary Males shall come into effect upon signing by both Parties.
Amendmant of this Explanatory Motes, where necassary, may be discussed in

the review mezling in accordanca with Arica 6.

Signed an the 11 November 2022, in duplicata in the Englsh language.

For tha Fadaral Authority for For the Directorate General of
Identity, Citizanship, Custams Customs and Excise of the
and Port Security of the United Rapublic of Indonesia

Arab Emirates

SUOUD SALEM ALAGROCEI ANITA ISKANDAR
DIRECTOR OF DIRECTOR OF
INTERMNATIONAL RELATIONS INTERNATIOMAL AFFAIRS
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH
(MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI DENGAN THE FEDERAL
AUTHORITY FOR  IDENTITY, CITIZENSHIP,
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED

ARAB EMIRATES.
NOMOR : KEP-157/BC/2023
TANGGAL : 10 November 2023

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN
SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI DENGAN THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES (ICP, UAE)

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

a.

Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Uni
Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan,
pengurangan, status lainnya, update program AEO, dan informasi
terkait lainnya dari pihak ICP, UAE, selanjutnya:

1)

2)

Menyampaikan daftar perusahaan AEO ICP, UAE dan
perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan
status lainnya kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai,
Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Direktur Teknis
Kepabeanan dengan cara:

a) manual, dalam hal sistem komputer pelayanan belum
mengakomodir form daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab
dan perubahannya atau mengalami gangguan; atau

b) memutakhirkan daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab
dan perubahannya pada sistem komputer pelayanan, dalam
hal sistem komputer pelayanan telah mengakomodir form
daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya;
dan/atau

Menyampaikan informasi berupa update program AEO dan
informasi terkait lainnya dari pihak ICP, UAE kepada Direktur
Penindakan dan Penyidikan dan Direktur Teknis Kepabeanan;

Menerima informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau informasi
lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya
yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, update
program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Teknis
Kepabeanan, selanjutnya menyampaikan kepada pihak ICP, UAE;
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Menyiapkan mekanisme komunikasi antara DJBC dengan pihak ICP,
UAE;

Memberikan bimbingan teknis; dan/atau

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

a.

f.

Dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodir form
daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya atau
mengalami gangguan, menerima informasi Perusahaan AEO Uni
Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan,
pengurangan, dan status lainnya dari Direktur Kerja Sama
Internasional Kepabeanan dan Cukai, selanjutnya melakukan
pemutakhiran data pada sistem komputer pelayanan;

Memutakhirkan Sistem Analis Risiko Importasi dalam rangka
pemberian fasilitas perdagangan pada Sistem Komputer Pelayanan;

Menyiapkan dan memastikan fasilitas perdagangan dapat diterapkan
pada sistem komputer pelayanan;

Menyediakan informasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan;

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan; dan/atau

Memberikan bimbingan teknis.

Direktur Penindakan dan Penyidikan

a.

Menerima informasi perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan
perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status
lainnya, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama
Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan
analisis; dan/atau

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Direktur Teknis Kepabeanan

a.

Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Uni
Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan,
pengurangan, status lainnya, update program AEO, dan informasi
terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan
dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis;

Menerima masukan dan melakukan evaluasi dalam rangka
pelaksanaan.

Menyampaikan hasil evaluasi atau informasi lainnya seperti daftar
perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi
penambahan, pengurangan, status lainnya, update program AEO, dan
informasi terkait lainnya kepada Direktur Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai; dan/atau
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d. Memberikan bimbingan teknis;
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
a. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau

b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi dan layanan informasi;
dan/atau

b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi, dan layanan informasi;
dan/atau

b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.
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